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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis ada
atau tidaknya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan ukuran entitas
pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19.
Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali periode 2020.
Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dan pengujian hipotesis dilakukan
menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 26. Hasil yang diperoleh
menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif
signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19. Sedangkan
ukuran entitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan

pengendalian internal saat pandemi COVID-109.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, ukuran entitas pemerintah

daerah, dan kelemahan pengendalian internal.

ABSTRACT

This research is a quantitative study that aims to analyze whether or not there is an
influence of economic growth, own-source revenue (PAD), and the size of local government
entities on internal control weaknesses during the COVID-19 pandemic. The population in this
research were districts/cities in Java and Bali for the period 2020. This study used purposive
sampling and hypothesis testing was carried out using multiple linear regression using SPSS

26. The results obtained showed that economic growth and own-source revenue (PAD) had a



significant positive effect on internal control weakness during the COVID-19 pandemic.
Meanwhile, the size of local government entities has no significant effect on internal control

weaknesses during the COVID-19 pandemic.
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PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan dimana daerah diberikan kewenangan
otonomi secara luas dalam mengatur dan melakukan pengurusan pemerintahan dalam kerangka
NKRI (Akbal, 2016). Kinerja pemerintah daerah (pemda) menjadi salah satu kunci dari faktor
keberhasilan suatu organisasi untuk memastikan kepuasan pelayanan publik dan tercapainya
tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Aswar, 2019). Hal tersebut tentunya
memerlukan hak untuk mengatur dan mengurus suatu daerah. Hak tersebut merupakan
kekuasaan yang besar sekaligus memikul tanggung jawab yang berat, terutama jika masalah
tersebut masuk ke ranah keuangan. Tidak heran bahwa peran Sistem Pengendalian Internal
(SPI) perlu diperhatikan dalam otonomi daerah. SPI tentunya memiliki keahlian dalam
pencegahan hilangnya sumber daya dalam sebuah kelompok sebagai dampak dalam perilaku
curang. (Amiseno, 2019)

“Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)”
mendefinisikannya pengendalian internal ialah proses dimana mendapat pengaruh dari
direktur, manajemen, entitas personel lainnya yang perancangannya bertujuan dalam
memberikan rasa yakin terkait pencapaian dengan maksud yang berkaitan dengan operasi,
pelaporan, dan kepatuhan (Yaya & Supobo, 2019). PP Nomor 60 2008 menjelaskan bahwa SPI
ialah tindakan yang teratur yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan semua
karyawan sampai terpenuhinya kejelasan dan maksud dari perusahaan berupa kegiatan yang
efektivitas dan efisiensinya terjamin, kehandalan dalam laporan keuangan, pengamanan
kekayaan yang dimiliki negara, serta rasa taat pada peraturan perundangan yang berlaku (Saferi
& Mulyani, 2020).

Penjelasan yang senada dipaparkan oleh Amiseno (2019) bahwa SPI ialah deretan atau
gabungan atas aturan yang telah dibuat supaya manajemen memperoleh suatu rasa yakin dalam
pencapaian tujuannya dan sasaran organisasi. Sistem Pengendalian internal (SPI) tentunya
dibuat agar dapat melakukan pendeteksian ada tidaknya kelemahan yang nantinya dapat
menjadi penyebab permasalahan pada proses pengendaliannya. Seiring berkembangnya zaman

dan teknologi, Sistem Pengendalian internal (SPI) terutama ranah keuangan masih terbilang



jauh dari pada harapan. Perihal demikian dibuktikannya dari pada pernyataan Badan Pemeriksa
Keuangan Rl (BPK RI) bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) rawan untuk melakukan
kecurangan (fraud). Beberapa diantara kecurangan tersebut adalah temuan bantuan sosial yang
salurannya tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan kepalsuan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) (www.republika.co.id).

Kecurangan bukan hanya datang dari faktor internal saja namun faktor eksternal. Akhir-

akhir ini Indonesia bahkan seluruh dunia digemparkan oleh virus COVID-19 yang tengah
menyebarluas hingga memukul rata perekonomian dunia. Virus COVID-19 ini terdeteksi di
Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Adanya penyebaran bibit penyakit ini menjadikan
pemerintah pusat dan daerah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menghentikan
penularan virus. Beberapa kebijakan diantaranya adalah social distancing dan batas waktu
operasional perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diiringi dengan berbagai bantuan yang
datang secara langsung dan tidak langsung dari pemerintah berupa anggaran atau benda.
Bantuan tersebut disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain
itu, kasus mengenai kelemahan pengendalian internal terjadi juga di Jember, yakni terkait kasus
pejabat di linkungan Pemkab Jember dan Bupati Jember, Hendy Siswanto yang mana
dikabarkan menerima honor terkait pemakaman warganya yang meninggal dikarenakan
COVID-19 yang kemudian adanya berita ini banyak mendapatkan kritik dan kecaman. Diduga,
telah terdapat adanya aliran dana honor senilai Rp 282 Juta kepada beberapa kepala daerah
serta pejabat yang telah lolos dari pengawasan (www.republika.co.id).

Fenomena-fenomena yang telah dijabarkan diatas menyimpulkan pernyataan bahwa
kelemahan sistem pengendalian daerah masih tergolong kasus yang baru dan diasumsikan bisa
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan asli daerah (PAD), serta ukuran
entitas pemda (Size). Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan jumlah
temuan kelemahan pengendalian intern (KPI) di pemda dengan mempertimbangkan pengaruh
dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, serta ukuran entitas pemda dan dapat
memberikan informasi berkaitan dengan pengendalian intern yang ada saat pandemi COVID-
19 juga dapat dipergunakan sebagai bentuk perbandingan antara kelemahan pengendalian
intern sebelum pandemi COVID-19 maupun ketika terjadi pandemi COVID-19.
Pengembangan Hipotesis
Suatu daerah dapat disebut mengalami pertumbuhan perekonomian jika aktivitas
perekonomiannya yang telah dicapai melebihi dari sebelumnya. aktivitas ekonomi biasanya
terdiri atas beberapa bidang, yakni pertanian, tambang, industry hingga jasa (Igbal, 2017). PE

ialah satu dari berbagai tujuan penting yang pemda ingin capai. Hal tersebut berdasarkan
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agen yang diperankan oleh pemda mendapatka Amanah oleh prinsipal (DPRD, masyarakat
dan stakeholder lainnya) agar dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat
yang diaplikasikan dengan adanya pergerakan dalam perekonomian. Demi tercapainya PE
maka dalam hal ini pemda memusatkan anggaran pemda pada blok-blok belanja daerah agar
dapat mendorong terciptanya PE. Sebagai agen yang dapat mempertanggungjawabkan
kesejahteraan rakyatnya, pemda berupaya mendapatkan PE yang tinggi sehingga memiliki
kecenderungan dalam tidak memperhatikan SPI. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang
mendukung variabel pengaruh pertumbuhan ekonomi, dimana dinyatakan jika semakin tinggi
PE dalam sebuah wilayah berakibat KPI menjadi lebih tinggi (Igbal, 2017). Hal ini senada
dengan penelitian dari Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) dan Majid, Herwanti, &
Fitriah (2017) PE memiliki pengaruh positif atas KPI. Namun ada juga pernyataan bahwa PE
tidak mepengaruhi KPI yakni penelitian dari Khairana (2017). Berdasarkan uraian-uraian
diatas, maka didapatkanlah hipotesis yang didasari oleh logika yaitu:

Hi : “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian

Internal”

Sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” mengenai pemda dan
“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004” mengenai “perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendapatan suatu daerah terdiri atas PAD,
dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah”. PAD dalam pengelolaannya
diurus secara mandiri oleh pemerintah daerah. Apabila PAD suatu daerah tinggi, maka akan
berpeluang mempunyai kelemahan terkait pengendalian intern yang lebih besar (Igbal, 2017).
Dalam PAD, pemda berperan selaku agen serta rakyat berperan sebagai prinsipal. Pemda diberi
tanggungjawab oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerahnya terutama dalam
transparansi pengelolaan pendanaan bersumber dari pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung variabel PAD, dimana dinyatakan
bahwa semakin tinggi PAD pada suatu wilayah mengakibatkan kelemahan pengendalian
internalnya semakin tinggi (Majid, Herwanti, & Fitriah, 2017). Penelitian dengan hasil senada
didapatkan oleh Igbal (2017), Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018), dan Alawiyah &
Sumardjo (2020) yaitu PAD memiliki pengaruh yang signifikan atas KPl. Namun pernyataan
PAD tidak berpengaruh signifikan dipaparkan oleh Saferi & Mulyani (2020). Berdasarkan
uraian-uraian diatas, maka didapatkanlah hipotesis yang didasari oleh logika yaitu:

Hz : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan

Pengendalian Internal”



Size ialah suatu rentang nilai yang menunjukkan ukuran kondisi pemda (Hartono, 2014).
Ukuran yang ada dalam suatu entitas biasanya berfungsi untuk mengukur adanya
pengelompokkan terkait ukuran suatu entitas. Dalam ukuran entitas pemerintah kaitan antara
pemda dengan pemerintah pusat adalah dimana pemda selakuu agen perlu melakukan
pencatatan dengan baik dan sesuai standar pencatatan yang berlaku demi meningkatkan
kepercayaan pemerintah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung variabel
ukuran entitas pemerintah darah dimana dinyatakan semakin luas ukuran entitas pada suatu
daerah mengakibatkan kelemahan pengendalian internalnya semakin tinggi (Khairana, 2017).
Pernyataan yang sama didapatkan oleh Igbal (2017), Majid, Herwanti, & Fitriah (2017), dan
Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) bahwa size berpengaruh signifikan atas KPI. Namun,
beberapa peneliti salah satunya Saferi & Mulyani (2020) menyatakan jika size tidak
berpengaruh atas KPI. Begitu juga pernyataan oleh Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018).
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkanlah hipotesis yang didasari oleh logika
yaitu:

Hs : “Ukuran Entitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan

Pengendalian Internal.”

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemda provinsi di Indonesia,
dengan sampel berupa pemda kabupaten/ kota pada pulau Jawa serta Bali. Penelitian ini
menjadikan 122 kabupaten/kota yang berada diseluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali periode
2020 sebagai objek penelitian. Objek penelitian tersebut diperoleh dari Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) BPS. Dalam
menghimpun sampel penelitian digunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu sampel yang
diambil dengan mempertimbangkan syarat tertentu yang memiliki korelasi dengan ciri dari
populasi (Sugiyono, 2017). Penghimpunan data menggunakan metode dokumentasi sehingga
data yang dianalisa ialah data sekunder selanjutnya dilakukan pencatatan dan pengolahan data
yang sudah didapat. Data yang dimaksud ialah LHP atas LKPD di pulau Jawa dan Bali periode
2020 yang didapatkan dari BPK Perwakilan Provinsi di pulau Jawa dan Bali serta data PDRB
yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas pemda di Jawa serta Bali pada periode 2020.
Untuk mengukur kelemahan pengendalian internal dengan rumus yaitu KPI= Jumlah temuan
KPI atas LKPD (Aini, 2017), jumlah kasus terkait KPI terdapat dalam LPH atas LKPD dalam
bagian LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-



undangan. Diadopsi dari Majid, Herwanti, & Fitriah (2017) nilai pertumbuhan ekonomi
diperoleh dari data Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) yang diterbitkan oleh BPS. PAD
dalam penelitian ini diperoleh dari nilai total PAD yang tertera pada Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) pemda. (Aini, 2017). Ukuran pemerintah daerah = Total Aset (Rahmiyatun,
Muchtar, & Lestari, 2018), total aset diperoleh dari jumlah total aset dalam neraca di LHP atas
LKPD. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan uji hipotesis melalui uji t dan uji R?
menggunakan bantuan program olah data SPSS 26. Pada penelitian menggunakan analisis
regresi linear berganda dan sebelum melakukan uji hipotesis, data perlu memenuhi uji
asumsi klasik terlebih dahulu yaitu memenuhi atas uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji
heteroskedastisitas lalu data tersebut akan dianalisa melalui statistik deskriptif bertujuan agar

dapat melihat gambaran secara umum. Adapun model regresinya yaitu:

Y= a+bi1X1+byXo+b3X3+e

Keterangan:
Y : Kelemahan Pengendalian Internal (KPI)
a - Nilai konstanta

b1,2,3, : Nilai koefisien regresi

X1 : Pertumbuhan Ekonomi (PE)

X2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Xn : Ukuran Entitas Pemerintah (Size)

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Sampel Berdasarkan Kriteria
Kriteria Sampel Penelitian Total

LKPD yang telah diaudit oleh BPK di Pulau Jawa dan Bali tahun 123
2020 dan PDRB yang diterbitkan oleh BPS di Pulau Jawa dan Bali
tahun 2020
LKPD yang dikecualikan oleh BPK di Pulau Jawa dan Bali tahun (1)
2020
Jumlah Sampel 122

Jumlah tahun penelitian 1
Sampel Akhir Penelitian 122




Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Sampel yang akan digunakan pada awalnya sejumlah 123 namun terdapat perubahan.
Perubahan sampel tersebut disebabkan oleh adanya LKPD yang dikecualikan oleh BPK vyaitu
LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember periode 2020, sehingga total akhir
sampel penelitian ini sejumlah 122. Penelitian ini telah memenuhi semua uji asumsi klasik
yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

Pertumbuhan ekonomi (PE) diperoleh dari data PDRB yang diterbitkan oleh BPS.
Menurut hasil tabel diatas, variabel pertumbuhan ekonomi terendah sejumlah diperoleh
Kabupaten Badung. Sedangkan yang tertinggi pada variabel pertumbuhan ekonomi terdapat
pada Kabupaten Purwakarta. Pendapatan asli daerah (PAD) diukur dengan menggunakan
Ln(PAD). Peneliti mengakses data tersebut dari LRA yang terdapat pada LKPD
kabupaten/kota. PAD terkecil diperoleh Kabupaten Bangli dan PAD tertinggi diperoleh DKI
Jakarta. Ukuran entitas pemda (Size) dihitung dengan Ln(Total Aset). Size terkecil dimiliki
oleh Kabupaten Klungkung sedangkan yang terbesar dimiliki Kabupaten Kediri. Kelemahan
pengendalian intern (KPI) diukur dengan menggunakan jumlah temuan kasus terkait sistem
pengendalian intern yang didapatkan dari LHP atas LKPD dalam bagian LHP atas Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Kelemahan
pengendalian intern terkecil terdapat pada beberapa kabupaten/kota yaitu Kab. Banjarnegara,
Kab. Demak, Kota Pekalongan, Kota Yogyakarta, Kota Cilegon, Kab. Buleleng, dan Kota

Denpasar berbeda dengan jumlah kelemahan pengendalian intern terbesar diraih oleh DKI

Jakarta.
Tabel 2. Statistik Deskriptif
N Minimu Maximum Mean Std. Deviation
m
PE 122 -0,16520 0.02420 -0,0244664 0,02340920
PAD 122 25,37078  31,25309 26,8322375 0,89579412
SIZE 122 27,75902  36,13210 29,2084637 1,01502640
KPI 122 4,00000 66,00000 11,5081967 6,38728839
ValidN 122
(listwise)

Sumber : Data diolah Peneliti



Tabel 3. Uji T

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Beta t Sig.
Error
1 (Constant) -71,775 16,976 -4,228 0,000
PE 46,917 22,872 0,172 2,061 0,042
PAD 1,858 0,833 0,261 2,231 0,028
SIZE 1,184 0,730 0,188 1,622 0,107

a. Dependent Variable: KPI

Sumber : Data diolah Peneliti

Menurut uji hipotesis yang dilakukan terhadap variabel yang terdapat dalam penelitian
ini, variabel pertumbuhan ekonomi mendapatkan skor t hitung sejumlah 2,051 atau melebihi
dari t tabel sejumlah 1,98027 (2,051>1,98027) dan untuk perhitungan signifikansinya ialah
sejumlah 0,042 kurang dari 0,05 (0,042 < 0,05). Hal tersebut membuktikan bahwa variabel
pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian
intern.

Selanjutnya pada variabel pendapatan asli daerah, memperoleh t hitung sejumlah 2,231
atau melebihi dari t tabel sejumlah 1,98027 (2,231>1,98027). Sedangkan untuk perhitungan
signifikansinya menunjukan angka 0,028 atau kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukan
bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang signifikan terhadap
kelemahan pengendalian intern.

Selanjutnya pada variabel ukuran entitas pemerintah daerah menunjukan t hitung
sejumlah 1,622 atau kurang dari t tabel sebesar 1,98027 (1,622< 1,98027) dan untuk
signifikansinya menunjukan skor 0,107 atau melebihi dari 0,05 (0,107>0,05). Hal tersebut
membuktikan variabel ukuran entitas pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap variabel kelemahan pengendalian intern.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Model Summary®
Model R R Square Adjusted R Std. Error of the
Square Estimate
1 0,432% 0,186 0,166 5,83425901




a. Predictors: (Constant), SIZE, PE, PAD
b. Dependent Variable: KPI

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini
adalah 0,166 atau sebesar 16,6%. Hal ini menunjukan bahwa variabel kelemahan pengendalian
intern dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan
ukuran entitas 16,6% dari 100%. Sedangkan sisanya sebesar 83,4% dijelaskan oleh variabel
lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada
variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal dan hasil penelitian
pada variabel pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali saat adanya
pandemi COVID-19 tahun 2020 memiliki arah yang positif terhadap kelemahan pengendalian
intern sehingga hipotesis pertama (H:) diterima. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat
maka kelemahan pengendalian intern akan mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi
diketahui dengan menggunakan data PDRB kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali yang
diterbitkan oleh BPS. Dibuktikan dengan hasil statistik deskriptif ditemukan bahwa nilai mean
dari pertumbuhan ekonomi sebesar -0,0244664<3,67 yang diklasifikasikan rendah.
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05. Pada nilai t hitung, variabel pertumbuhan ekonomi
mendapatkan hasil sebesar 2,051 yang mana lebih besar dari t tabel yang berjumlah 1,98027.

Mendukung teori keagenan dimana makin tinggi pertumbuhan ekonomi yang didapatkan
oleh suatu daerah maka semakin tinggi juga tanggungjawab yang harus dijalankan oleh
pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian intern. Jika suatu daerah tidak mampu
melakukan pengelolaan dan pengawasan atas daerahnya maka daerah tersebut kurang mampu
dalam menjalankan perintah prinsipal untuk melakukan pengendalian intern yang baik yang
mengakibatkan naiknya tingkat kelemahan pengendalian intern. Sebaliknya jika pemerintah
dapat menjalankan pengelolaan perekonomian dengan baik maka jumlah kelemahan
pengendalian intern dapat di minimalisir.

Selaras dengan penelitian Igbal (2017) yang diperoleh dari populasi penelitian di 31
Kabupaten Kota pada Provinsi Riau dan Sumatera Barat, yang membuktikan bahwa

pertumbuhan ekonomi berpengaruh atas kelemahan pengendalian intern. Selain itu, pernyataan



positif juga didukung oleh penelitian Majid (2017) yang memiliki hasil dimana menunjukkan
PE berpengaruh secara positif pada kelemahan SPI yang mana tingkat pertumbuhan
perekonomian suatu daerah memilik peluang besar dalam peningkatan jumlah temuan pada
kelemahan SPI. Sehingga menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pertumbuhan
perekonomian suatu daerah maka akan berpeluang besar dalam jumlah temuan atas kelemahan
pengendalian intern. Penelitian oleh Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) juga memiliki
hasil yang selaras yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
kelemahan pengendalian intern. Hasil berbeda terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap kelemahan pengendalian intern terdapat pada penelitian Aini (2017) yang didasarkan
pada total sampel yang berjumlah sebanyak 66. Hasil hipotesis yang bisa dipaparkan dari
penelitian itu ialah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian
intern.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil dari penelitian pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali saat pandemi COVID-
19 tahun 2020 ini ialah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan
terhadap kelemahan pengendalian internal. Sehingga apabila pendapatan asli daerah yang
dimiliki pemerintah daerah semakin tinggi, maka kelemahan pengendalian internal juga akan
lebih banyak. Dibuktikan dengan hasil statistik deskriptif ditemukan skor mean dari PAD
sebesar 26,8322375>3,67 yang diklasifikasikan tinggi. Menurut hasil uji t, PAD mendapatkan
skor signifikan sejumlah 0,028 hasil ini kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu
sebesar 0,05 serta dengan t hitung sejumlah 2,231 yang melebihi dari t tabel sejumlah 1,98027.
Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan
memiliki arah positif terhadap KPI, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan dimana prinsipal memberikan amanah
agar agen dapat mengelola keuangan daerahnya. Tanggung jawab agen terhadap prinsipal
tersebut semakin besar mengingat jumlah PAD yang tinggi juga. Jika pemerintah daerah tidak
dapat mengelola secara optimal maka pemda tersebut dinilai kurang mampu menjalankan
perintah prinsipal dalam mengelola keuangan daerahnya. Ketika pemerintah daerah tidak bisa
melakukan pengelolaan keuangan dengan baik hal tersebut akan menimbulkan peningkatan
kelemahan pengendalian intern dalam daerah tersebut, oleh karena itu pemerintah daerah harus
mengelola pendapatan asli daerah dengan sebaik mungkiin agar tidak terjadi kenaikan terhadap
kelemahan pengendalian intern.

Pemda yang memiliki PAD yang jumlahnya tinggi maka kelemahan SPI memiliki jumlah

lebih banyak selaras dengan data penelitian yaitu PAD tertinggi terdapat pada pemerintah



daerah DKI Jakarta sebesar 31,25309 dan DKI Jakarta juga merupakan pemda yang memiliki
jumlah kelemahan pengendalian internal yang paling tinggi yaitu sejumlah 66. PAD
berpengaruh positif signifikan terhadap KPI selaras dengan yang disampaikan dalam penelitian
Igbal (2017) yang disampaikan dengan hasil variabel pendapatan asli daerah mendapatkan t
hitung sejumlah 2,707 melebihi t tabel yaitu 2,039 dan untuk nilai signifikansinya sejumlah
0,012 lebih kecil dari 0,05. Selain itu penelitian dari Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018)
juga mengungkapkan hasil yang sama. Perbedaan terdapat dalam penelitian oleh Majid (2017)
yang mana menyatakan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap
kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Ukuran Entitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil dari penelitian pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali saat pandemi COVID-
19 tahun 2020 ini ialah kelemahan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh ukuran entitas
pemerintah daerah. Sehingga jika ukuran entitas yang dimiliki suatu pemerintah daerah
meningkat, maka belum tentu kelemahan pengendalian intern mengalami perubahan baik
meningkat atau pun menurun. Dibuktikan dengan hasil statistik deskriptif ditemukan bahwa
nilai mean dari ukuran entitas sebesar 29,2084637 yang mana diklasifikasikan tinggi karena
melebihi nilai 3,67. Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa ukuran entitas memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,107 hasil ini lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05
serta dengan t hitung sebesar 1,622 yang mana lebih kecil dari t tabel 1,98027. Hasil dalam uji
t tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mana t hitung harus lebih besar dari t tabel dan
nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05 sehingga dari hasil uji t ini dapat disimpulkan
bahwa ukuran entitas pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan
pengendalian intern sehingga hipotesis ketiga (Hs) ditolak.

Dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa ukuran entitas pemerintah daerah
tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern maka hal tersebut dikaitkan
dengan teori keagenan memiliki arti bahwa pemerintah daerah selaku agen telah mampu
menjalankan amanah dari prinsipal karena telah melakukan pengelolaan dan pengawasan
terhadap aset secara baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan yang dilakukan olen Majid, Herwanti, & Fitriah
(2017) dan juga Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) yang berisikan bahwa kelemahan
pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh ukuran entitas pemerintah. Hal yang sama juga
disampaikan oleh Yaya dan Srisuprobo (2019) melalui hasil penelitiannya yang dilakukan
terhadap seluruh 34 provinsi di Indonesia yaitu ukuran pemerintah tidak berpengaruh

signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.



Berbeda dengan penelitian oleh Igbal (2017) yang dilakukan pada 31 Kabupaten Kota di
Provinsi Riau dan Sumatera Barat, ukuran pemerintah berpengaruh pada kelemahan
pengendalian intern. Sepakat dengan Igbal (2017) penelitian yang dilakukan pada Kementerian
PUPR oleh Fadillah, Afiah, & Pratama (2019) menyatakan bahwa ukuran entitas memiliki

pengaruh signifikan pada kelemahan pengendalian intern.

PENUTUP

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian
intern. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang
terjadi dalam suatu daerah pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 memberikan pengaruh
positif dalam kelemahan pengendalian intern yang ada dalam daerah tersebut sehingga jika
pertumbuhan ekonomi meningkat maka kelemahan pengendalian intern akan mengalami
kenaikan. Hal tersebut dapat disebabkan apabila suatu daerah memiliki pertumbuhan ekomomi
yang tinggi namun daerah tersebut tidak mampu melakukan pengelolaan dan pengawasan
secara baik maka akan mengakibatkan pemerintah daerah tersebut tidak dapat melaksanakan
pengendalian intern secara maksimal. PAD berpengaruh positif signifikan atas kelemahan
pengendalian intern. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa saat pandemi
COVID-19 tahun 2020 pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif dalam kelemahan
pengendalian intern suatu daerah sehingga apabila pendapatan asli daerah yang dimiliki
pemerintah daerah semakin tinggi, maka kelemahan pengendalian internal juga akan lebih
banyak. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemerintah daerah tidak mampu mengelola
pendapatan asli daerah yang dimiliki sehingga terdapat kelemahan dalam pengendalian
internalnya yang ditandai dengan bertambahnya jumlah temuan terkait permasalahan dalam
pengendalian intern. Ukuran entitas pemerintah daerah tidak berpengaruh atas kelemahan
pengendalian intern. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa saat pandemi
COVID-19 tahun 2020 kelemahan pengendalian intern tidak memiliki pengaruh dari ukuran
entitas pemerintah daerah. Sehingga apabila ukuran entitas suatu pemerintah daerah tinggi
maka belum tentu kelemahan pengendalian internnya akan tinggi juga. Hal tersebut dapat
disebabkan karena pemerintah daerah telah melakukan pengelolaan dan pengawasan yang baik
terhadap aset yang dimiliki.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terdapat satu Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak bisa dipublikasikan oleh
BPK Perwakilan Provinsi terkait dikarenakan LHP tersebut termasuk kedalam informasi yang

dikecualikan karena masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Kabupaten/kota yang



dimaksud adalah kabupaten Jember. Akibatnya kabupaten Jember tersebut tidak dapat
dijadikan sampel sehingga sampel yang awalnya berjumlah 123 berkurang menjadi 122
sampel. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti kelemahan pengendalian
internal di Indonesia dengan menggunakan cakupan data yang lebih luas lagi dan penelitian
selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga dapat
menambahkan variabel lainnya seperti belanja modal, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan,
dana alokasi umum atau dana alokasi khusus, dan faktor lain yang sekiranya dapat
mempengaruhi kelemahan pengendalian internal. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat
memperluas periode penelitian. Hal tersebut dapat membantu ketepatan dan keakuratan dalam
penelitian yang akan datang. Bagi pemerintah daerah khususnya pada kabupaten/kota di Pulau
Jawa dan Bali diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan terkait
pengendalian internal di daerahnya. Mengingat saat pandemi COVID-19 tahun 2020 rata-rata
tingkat kelemahan pengendalian internal di Pulau Jawa dan Bali sebesar 11,508 (1.1508%)
yang dikasifikasikan tinggi yang berarti pada tahun 2020 jumlah temuan terkait pelanggaran
pengendalian intern memiliki jumlah yang banyak. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk
tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu
melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut
disebabkan karena pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi, pertumbuhan ekonomi di
kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali diklasifikasikan rendah yang terlihat dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi yang mencapai arah yang negatif yaitu sebesar -0,0242 (-2,42%).
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